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NAMA bagi seseorang merupakan

hal yang penting, baik dari segi

hukum, budaya, dan bahkan agama.

Dari segi hukum nama berfungsi seba-

gai identitas diri, mulai dari transaksi

hukum, hak dan kewajiban, serta per-

lindungan hukum. Adapun dari segi

budaya, nama memiliki makna dan tu-

juan yang sangat mendalam, ada ha-

rapan, spiritualitas, dan berbagai mak-

na filosofis. Sementara dari segi aga-

ma, selain menjadi identitas spiritual

nama juga berfungsi sebagai do’a dan

bukti ketaatan kepada Tuhan.

Dari berbagai motif pemberian nama

inilah negara hadir untuk memberikan

perlindungan sekaligus sebagai pe-

menuhan hak konstitusional serta ter-

tib administrasi kependudukan. Pada

tahun 2022 pemerintah dalam hal ini

Kementerian Dalam Negeri menge-

luarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun

2022 tentang Pencatatan Nama pada

Dokumen Kependudukan. Peraturan

ini diharapkan menjadi pedoman bagi

masyarakat dalam penulisan dan pen-

catatan nama pada dokumen kepen-

dudukan.

Prinsip Pencatatan Nama

Permendagri Nomor 73 ini secara

umum memuat tiga hal pokok, yaitu

prinsip, persyaratan, dan tata cara

pencatatan nama. Pencatatan nama

pada dokumen kependudukan hen-

daknya dilakukan sesuai prinsip nor-

ma agama, kesopanan, kesusilaan, dan

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pencatatan na-

ma yang sesuai norma agama berarti

nama yang akan dicatatkan hen-

daknya sebuah nama yang tidak hanya

memiliki makna yang baik, tetapi juga

mengikuti ketentuan atau ajaran aga-

ma yang dianut.

Pencatatan nama juga harus mem-

perhatikan norma kesopanan, yaitu

memperhatikan nilai-nilai sosial dan

budaya yang berlaku dalam masyara-

kat. Artinya, nama tersebut tidak boleh

mengandung unsur yang tidak pantas,

penghinaan, atau dapat menyinggung

perasaan orang lain. Karena nama me-

miliki dampak sosial dan psikologis ba-

gi pemiliknya, maka pencatatan nama

juga harus didasarkan pada norma ke-

susilaan. Nama hendaknya mencer-

minkan sebuah kehormatan, menghin-

dari kata-kata yang mengandung mak-

na negatif, tidak sopan, atau meren-

dahkan martabat seseorang.

Syarat dan Tata Cara

Di antara syarat pencatatan nama

pada dokumen kependudukan adalah

mudah dibaca, tidak bermakna negatif,

dan tidak multitafsir. Demikian juga

dari segi jumlah huruf dan kata yang

dibatasi. Ketentuan mudah dibaca

bertujuan agar orang lain mudah

menyebut atau mengenali nama terse-

but. Sebagai contoh, ketika seseorang

memiliki nama ”Bbxxt” atau nama lain

yang terdiri dari beberapa huruf yang

sulit dibaca atau diucapkan, akan

menimbulkan kebingungan atau ke-

salahan dalam pengucapan. Adapun

yang dimaksud sebuah nama tidak

boleh bermakna negatif adalah nama

yang memiliki konotasi negatif atau

buruk serta dapat menimbulkan asosi-

asi yang tidak menyenangkan.

Adapun ketentuan ”tidak mul-

titafsir” mempunyai bentuk beragam,

di antaranya nama yang terdiri dari

satu huruf, disingkat,

atau nama yang menurut

kebiasaan bukan untuk

nama diri seseorang,

seperti nama lembaga ne-

gara, istilah yang menun-

jukkan sebuah pangkat

atau jabatan. Sementara

untuk jumlah huruf pa-

ling banyak 60 (enam pu-

luh) huruf termasuk spasi

dan jumlah kata paling

sedikit 2 (dua) kata.

Sedang tata cara pen-

catatan nama pada doku-

men kependudukan diten-

tukan sebagai berikut,

pertama harus menggu-

nakan huruf latin sesuai

dengan kaidah bahasa

Indonesia. Kedua tidak

boleh disingkat, kecuali ti-

dak diartikan lain, artinya boleh dis-

ingkat tetapi harus konsisten dengan

singkatan tersebut. 

Contoh, seseorang bernama Abdul

Ghofar. Apabila pemohon mengingin-

kan namanya disingkat menjadi Abd

Ghofar dibolehkan, tetapi selamanya

bernama Abd Ghofar. ”Abd” di sini ti-

dak dianggap lagi sebagai singkatan,

tetapi sudah menjadi nama.

Ketiga tidak boleh menggunakan

angka dan tanda baca, seperti menggu-

nakan angka sebagai pengganti huruf.

Contoh, huruf ”A” pada nama Ahmad

ditulis ”4hm4d”, dan sebagainya.

Demikian juga penggunaan semua

tanda baca, seperti tanda baca apos-

trop (-) pada nama Su’udi. Pada akta

pencatatan sipil juga dilarang mencan-

tumkan gelar pendidikan dan keaga-

maan. Yang dimaksud akta pencatatan

sipil di sini antara lain akta kelahiran,

perkawinan, perceraian, dan kema-

tian. Gelar pendidikan, adat dan

keagamaan dapat dicantumkan pada

kartu keluarga dan kartu tanda pen-

duduk elektronik yang penulisannya

dapat disingkat. (*)-d

*)Ghufron Su’udi SAg, Penghulu

Madya Kantor Urusan Agama (KUA)

Kemantren Umbulharjo dan Ketua

Asosisasi Penghulu Republik Indonesia

(APRI) Cabang Kota Yogyakarta.

ASPD Menguatkan Literasi

Ghufron SuÕudi

Disdikpora DIY luncurkan program seniman

masuk sekolah.

- Supaya generasi muda tak melupakan

budaya sendiri.

***

Modus baru, ganja jadi selai roti.

- Kita semua harus lebih ketat meng-

awasi.

***

Jateng dan Jatim, hadapi persoalan netrali-

tas Pilkada.

- Bawaslu musti lebih kenceng me-

mantau.

Aturan Pencatatan Nama pada Data Kependudukan

WACANA diselenggarakannya kem-

bali Ujian Nasional (UN) telah memicu

diskusi yang cukup hangat. Pihak yang

mendukung penghapusan menyam-

paikan argumentasi bahwa UN

menimbulkan tekanan berlebihan pa-

da para siswa. Dengan penghapusan

UN, siswa dapat berkonsentrasi untuk

mengembangkan potensi bakat

sesungguhnya, dan mengurangi kesen-

jangan pendidikan antara siswa di

perkotaan dan pedesaan.

Pihak yang mendukung berargu-

mentasi, salah satunya dengan

ditiadakannya UN tidak ada lagi

standar nasional yang konsisten

dalam menilai kemampuan

akademis siswa. Penilaian

diserahkan kepada sekolah ma-

sing-masing akan menimbulkan

disparitas tinggi. Hal ini

berdampak pada kualitas pen-

didikan secara keseluruhan. Di

samping itu, siswa ada kecen-

derungan menjadi santai dan

kurang serius belajar, baik di ru-

mah maupun di sekolah. Selain

itu, penghapusan UN menye-

babkan beberapa lulusan SMA

tidak dapat melanjutkan pen-

didikan ke jenjang yang lebih

tinggi di luar negeri.

Berbagai argumentasi terkait

dengan UN, tidak begitu ber-

pengaruh di DIY. Hal ini dikare-

nakan Dinas Pendidikan, Pemu-

da, dan Olahraga (Disdikpora)

DIY konsisten menyelenggara-

kan Asesmen Standarisasi Pen-

didikan Daerah (ASPD) sebagai salah

satu bentuk inovasi daerah.

ASPD merupakan pengukuran capa-

ian kompetensi peserta didik terstan-

dar yang diselenggarakan oleh Peme-

rintah Daerah (Pemda). Bertujuan un-

tuk memetakan kompetensi lulusan

tingkat akhir jenjang, SD/MI/Sederajat

dan SMP/MTs/Sederajat. Pengukuran

tersebut dilakukan secara akademis

dengan materi meliputi Literasi

Membaca, Literasi Numerasi, Literasi

Sains serta Literasi Bahasa.

Fungsi ASPD

ASPD dimaksudkan sebagai upaya

memotret, memperoleh data sekunder

yang komprehensif, untuk pemetaan

mutu proses, dan hasil belajar siswa di

DIY. Lebih dari itu hasil ASPD di-

harapkan dapat digunakan untuk

memperbaiki kualitas pembelajaran di

sekolah, dan menjadi dasar para pe-

mangku kepentingan melakukan in-

tervensi kebijakan terhadap sekolah.

ASPD yang dilaksanakan di seluruh

sekolah jenjang SD/MI, dan SMP/MTs

di DIY bertujuan untuk 1).

Mengembangkan kompetensi siswa, 2).

Menjadi dasar untuk perbaikan pem-

belajaran, 3). Memantau perkembang-

an mutu dan kesenjangan antarbagian

di sistem pendidikan, dan 4). Dapat

dipergunakan sebagai salah satu alat

ukur seleksi masuk ke jenjang pen-

didikan berikutnya.

Secara nyata, ASPD akan mengukur

kemampuan minimal individu siswa

dalam hal literasi membaca, numerasi,

sains serta bahasa. Dengan ASPD ini

diharapkan para siswa memiliki ke-

mampuan literasi yang semakin tinggi.

Kemampuan Literasi Membaca,

Numerasi, Sains dan Bahasa sangat

penting bagi siswa untuk meraih ke-

berhasilan di proses belajarnya.

Hasil ASPD

Hasil dari ASPD, bersifat mengukur

kemampuan literasi membaca, nu-

merasi, sains, dan bahasa dengan soal-

soal yang dikerjakan siswa bersifat ter-

apan, dan penalaran. Oleh karena itu

guru di sekolah harus membiasakan

siswa gemar membaca, berhitung,

bernalar kritis, memecahkan masalah,

dan berkomunikasi dalam proses bela-

jarnya.

Melalui ASPD terbukti mampu men-

dorong para siswa untuk belajar. Hal

ini dibuktikan dengan perolehan PISA

DIY tahun 2022 tertinggi di tingkat na-

sional. Skor PISA DIY untuk literasi

membaca adalah 401, literasi numerasi

408, dan literasi sains 420. Hasil PISA

DIY ini setara bahkan lebih

tinggi dibandingkan beberapa

negara ASEAN seperti

Malaysia, Thailand, Kamboja

dan Philipina.

Hasil ASPD juga dapat mem-

berikan informasi akurat dan

dapat memantau terkait de-

ngan akses pendidikan berkual-

itas, proses pembelajaran

bermutu, serta standar evaluasi

yang tepat dan bervariasi un-

tuk mengukur pemahaman

siswa secara menyeluruh.

Dengan demikian diharapkan

peningkatan kualitas sekolah

dapat terpantau dari waktu ke

waktu, sehingga pemerintah

daerah dapat melakukan inter-

vensi lebih terarah, berbasis da-

ta, dan sesuai kebutuhan di la-

pangan. Maka ASPD sejatinya

inovasi unggulan daerah yang

harus terus didukung sebagai

sarana pemerintah daerah

melayani masyarakatnya.

*)Rudy Prakanto SPd MEng,

Kepala Balai Tekkomdik Disdikpora

DIY dan Ketua Biro Organisasi dan

Kaderisasi PGRI DIY.

Rudy PrakantoTantangan Hilirisasi Prabowo
PRESIDEN Prabowo kini sedang

dalam lawatan ke luar negeri. residen

Prabowo Subianto melakukan kun-

jungan kenegaraan perdananya ke be-

berapa negara dengan tujuan utama

Mempererat hubungan bilateral dan

multilateral

Prabowo mengunjungi China, Ame-

rika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris

untuk bertemu dengan para pemimpin

negara tersebut dalam politik dunia dan

mempererat hubungan bilateral.  Keha-

diran di forum-forum ini penting untuk

menyuarakan kepentingan Indonesia

di kancah internasional.

Presiden Prabowo menekankan

kunjungan-kunjungan  tersebut memi-

liki nilai strategis dan berkaitan erat de-

ngan kondisi ekonomi Indonesia. 

Salah satu tujuan penting dari kun-

jungan itu adalah untuk menarik inves-

tasi asing ke Indonesia. Mmembina hu-

bungan baik dengan negara lain, di-

harapkan mampu  memicu datangnya

investor asing ke dalam negeri.

Investasi inilah yang dfiharapkan

mampu mendukung program hilirisasi,

yang masuk dalam program utama se-

perti dikemukakan dalam pidato peta-

manya.

Seperti diketahui, Presiden mene-

kankan bahwa hilirisasi adalah kunci

untuk mencapai kemakmuran dan

mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Program ini bertujuan untuk meningkat-

kan nilai tambah komoditas di dalam

negeri, sehingga dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi. Program

hilirisasi dalam konteks kabinet merah

putih mengacu pada program pengem-

bangan industri hilir untuk berbagai ko-

moditas unggulan Indonesia.

Presiden berencana melakukan

hilirisasi terhadap sejumlah komoditas

unggulan Indonesia.Beberapa komodi-

tas yang akan dihilirisasi antara lain

nikel, timah, tembaga, besi baja, emas

perak, batu bara, aspal buton, minyak

bumi, gas bumi, kelapa, karet, getah pi-

nus, udang, ikan, rajungan, rumput laut,

pasir silika, kobal, logam tanah jarang,

kakao, pala, dan tilapia.

Hilirisasi dalam kabinet baru meru-

pakan kelanjutan dan perluasan dari

program yang telah dimulai pada era

pemerintahan sebelumnya, dengan

fokus pada peningkatan nilai tambah

komoditas domestik dan pengembang-

an industri hilir untuk mendorong per-

tumbuhan ekonomi nasional. Program

hilirisasi ini diharapkan dapat mendo-

rong pertumbuhan ekonomi Indonesia

hingga mencapai 8%.

Program  hilirisasi dapat membantu

mengatasi kemiskinan di Indonesia

melalui beberapa cara, antara lain

menciptakan lapangan kerja baru.

Proses hilirisasi membutuhkan banyak

tenaga kerja terampil dan terlatih, se-

hingga dapat membuka lapangan pe-

kerjaan baru.

Hilirisasi mengolah produk mentah

menjadi produk bernilai tambah lebih

tinggi, meningkatkan harga jual dan

daya saing. Misalnya, hilirisasi nikel

meningkatkan keuntungan Indonesia

dari 2,1 miliar dollar AS menjadi 33,8

miliar dollar AS

Untuk mencapai hal tersebut, tentu ti-

dak mudah.  Program hilirisasi di Indo-

nesia menghadapi berbagai tantangan

yang signifikan, yang dapat mengham-

bat implementasi dan efektivitas kebi-

jakan tersebut.

Antara lain adalah SDM.  Sebab In-

donesia membutuhkan sekitar 16.000

tenaga kerja kompeten setiap tahun-

nya untuk mendukung. Keterbatasan

SDM yang terampil dapat mengham-

bat pengembangan industri hilir yang

memerlukan keahlian khusus.

Untuk menarik investasi, kita perlu

memiliki kebijakan yang ramah terha-

dap investor, termasuk insentif yang

menarik dan perizinan yang efisien.

Ketidakpastian dalam kebijakan dapat

membuat investor ragu untuk berinves-

tasi dalam proyek hilirisasi.

Hilirisasi juga  memerlukan infra-

struktur yang baik, seperti jalan, pela-

buhan, dan fasilitas energi. Keterba-

tasan infrastruktur dapat menghambat

proses produksi dan distribusi produk

hilir.Sebelumnya,  Presiden Jokowi su-

dah memulai melakukan hal tersebut

karena itu harus diteruskan.

Dinamika politik global dan peruba-

han kebijakan di negara lain dapat

mempengaruhi pasar ekspor produk

hilirisasi Indonesia. Tekanan dari ne-

gara-negara lain untuk tidak menerap-

kan kebijakan tertentu juga menjadi

tantangan. Tapi ini harus dihadapi

bersama. (***)-d

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, teri-

makasih partisipasinya dalam menulis

dan mengirimkan artikel untuk SKH

Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya

redaksi hanya menerima tulisan lewat

email : opinikr@gmail.com dengan

panjang tulisan antara 535  - 575 kata,

dengan mengisi subjek mengenai isu

yang ditulis serta jangan lupa me-

nampilkan fotocopy identitas.
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